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ABSTRAK

Dyah Tri Ayuk. M, (2022): Larangan Penggunaan Alat Elektronik Oleh
Narapidana Dan Tahanan Di Rutan Kelas 1
Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata
Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan
Rumah Tahanan.

Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya permasalahan
pelanggaran tata tertib oleh narapidana dan tahanan yang menggunakan alat
elektronik berupa Handphone di Rumah Tahanan kelas 1 pekanbaru. Yang
seharusnya pada pasal 4, setiap narapidana atau tahanan dilarang melakukan
pelanggaran tata tertib. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Rumah Tahanan
kelas 1 Sialang Bungkuk Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem tata tertib sesuai dengan
Permenkumham Nomor 06 Tahun 2013 bagi narapidana dan tahanan di Rumah
Tahanan Kelas 1 Pekanbaru dan untuk mengetahui kendala-kendala yang
mempengaruhi pelaksanaan sistem tata tertib di Rumah Tahanan Kelas 1
Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis
dengan pendekatan penelitian Efektivitas Hukum. Penelitian hukum sosiologis yaitu
dengan teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan melalui observasi,
wawancara, studi pustaka dan Kuisioner. Data dilengkapi dari data primer yaitu
observasi dan wawancara dan data sekunder dari buku-buku, literatur, hasil
penelitian terdahulu, dan jurnal serta data tersier berupa ensiklopedia dan kamus
hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenkumham

- Nomor 06 Tahun 2013 bagi narapidana dan tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru

masih kurang efektif dikarenaka kurangnya pengawasan yang ketat dari kepala

- Rumah Tahanan dan pengawasan dari pegawai yang melakukan razia, sehingga

masih terjadinya pelanggaran sistem tata tertib. Kendala yang mempengaruhi

- pelaksanaan tata tertib mengenai larangan pengguanaan alat elektronik di

Rumah Tahanan ialah Anggaran dan Kurangnya jumlah personil petugas. Dan
dalam menanggulangi pelanggaran bagi pengguna alat elektronik berupa
Handphone yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan, rumah tahanan
melakukan atau memberikan peringatan atau teguran, memasukkan dalam sel
pengasingan dan tidak berhak atas pembebasan atau pengurangan, mengunjungi
keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan

. bersyarat.

Kata Kunci : Pelanggaran Tata Tertib, Alat Elektronik, Narapidana Dan
Tahanan, Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru.
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i Alhamdulillahi Robbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang
gelah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
=

osKripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan
=

~alam Nabiyullah Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahuma Sholli’ ala

—Sayyidina Muhammad Wa alaali Sayyidina Muhammad, yang telah berjuang

ngly e

membawa umat manusia dari zaman unta menuju zaman kereta, sehingga manusia
dapat membedakan antara hak dan yang bathil. Semoga kita termasuk dalam
generasi akhir zaman yang mendapatkan syafaatnya diakhir kelak nanti.

Skripsi  ini  berjudul  “LARANGAN PENGGUNAAN ALAT

ELEKTRONIK OLEH NARAPIDANA DAN TAHANAN DI RUTAN KELAS 1

%_)EKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
gASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013
ETENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH
E“TAHANAN” disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan

%)endidikan program sarjana pada Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1)

(0]

opada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

n

n;?Pekanbaru, Riau.
Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan

ibuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan

N Jure4g

ikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada :

HE!)_[_SIISE'
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PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum® , Negara hukum itu sendiri
ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan,
ketentraman, dan keamanan kepada warga Negaranya.Artinya Negara
diselenggarakan atas dasar hukum, atau sering juga disebut Negara hukum
(rechstaat), tidak atas dasar kekuasaan belaka, (machstaat). Juga Negara
sebagai organisasi kekuasaan memiliki otoritas untuk memaksakan
kehendak kepada warganya. Pemaksaan kehendak tersebut memiliki
tujuan agar ketertiban dan keamanan hidup bersama dalam organisasi
kekuasaan dapat terwujud. Namun demikian otoritas untuk memaksakan
kehendak tanpa dilandasi dengan perangkat aturan akan mengakibatkan
Negara melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan menindas.’

Dalam suatu Negara hukum, maka hukum merupakan posisi
tertinggi, kekuasaan/pemerintah harus tunduk pada hukum bukan
sebaliknya hukumlah yang tunduk pada kekuasaan, apabila hukum tunduk
pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata
lain hukum hanya dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan,
seharusnya hukum menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat.

Seiring berjalannya waktu dan semakin bertambah pula jumlah
penduduk Indonesia, maka semakin sulit pula masyarakat mendapatkan

lowongan pekerjaan. Dikarenakan hal tersebut maka jumlah penganguran

nery wisey JireAg ueing jo A}JIsSId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

=i
H

!Penjelasan Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015),
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semakin banyak, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk dapat
memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara melakukan kejahatan, mencuri
dan lain sebagainya. Para penegak hukum tidak bisa diam, pemberian
sanksi merupakan salah satu solusi untuk tidak mengulangi perbuatannya
kembali atau untuk menimbulkan efek jerah para pelakunya dengan cara
pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan.’

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka
atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara
merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Di dalam rutan,
ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah
Agung.

Pemidanaan dalam Rumah Tahanan Negara tidak lagi
menggunakan sistem penjara atau dengan kata lain bahwa dalam
penahanan narapidana yang sering kali dianggap sebagai ajang balas
dendam atau pemberian efek jera terhadap tahanan atau narapidana, tetapi
merupakan suatu usaha untuk merehabilitasi warga binaan, sehingga
ketika warga binaan keluar kemasyarakat dapat berbaur seperti masyarakat
biasanya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai
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*Hadi Ainal, Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan

Rumah Tahanan Negara, (Kanun Jurnal Volume 16 Nomor 62, April 2014),h.1
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arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina,
yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung
jawab.Sistem pemasyarakatn ini berfungi sebagai sarana untuk
menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara
sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai
anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.’

Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran
pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat penahanan adalah Rumah
Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat orang yang ditahan secara sah oleh
pihak yang berwenang dan tempat terpidana penjara (dengan masa pidana
tertentu). Rutan dan Lapas merupakan Lembaga yang berbeda, karena
pada dasarnya Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
Sedangkan Rutan atau Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau

terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaadi
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*Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

~hab |, Pasal 1 ayat (2)

I

*Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

+¥]
Shab I, Pasal 3

®Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis

Perawatan Rumah Tahanan Negara, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1986. h.3.
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sidang pengadilan.” Dengan kata lain Rutan merupakan tempat penahanan
bagi tersangka dan terdakwa selama menjalani sidang sebelum adanya
putusan tetap dalam pengadilan, sedangkan Lapas merupakan tempat
pembinaan Narapidana setelah adanya putusan dari Pengadilan. Rutan
merupakanunit pelaksana teknis yang berada di bawah Kementerian
Hukum dan HAM, Rutan didirikan di setiap ibu kota kabupaten dan
apabila perlu akan didirikan Rutan cabang.

Rutan seringkali digunakan sebagai tempat pembinaan narapidana
karena kurangnya fasilitas yang memadai dan karena over kapasitas di
Lapas.Rutan Kelas | Pekanbaru adalah Rumah Tahanan yang dibangun di
ibukota Provinsi Riau. Pembangunan Rutan Pekanbaru dimulai pada tahun
2004, dan selesai pada akhir tahun 2011, Peresmiannya dilaksanakan
secara simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Bapak
Amir Samsuddin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta.?

Narapidana dan Tahanan yang ada didalam Rutan harus menaati
tata tertib yang harus di lakukan selama ia tinggal di Lembaga
Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagaimana tercantum
dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata
Tertib Lapas dan Rutan menyatakan bahwa setiap narapidana dan tahanan
wajib mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.

Berikut merupakan larangan Narapidana dan Tahanan saat berada

dalam Rumah Tahanan Negara yaitu:
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"Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

stndonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
STahanan Negara, bab I, Pasal 1 ayat (2 dan 3)

WIB.

®https://rutanpekanbaru.com/sejarah-singkat, diakses pada 8 April 2022, Pukul 20.00
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<c v

Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain
maupun dengan petugas pemasyarakatan;

Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual,
Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;

Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala
Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang
berwenang;

Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam
menjalankan tugas;

Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang
berharga lainnya;

Menyimpan, = membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau
mengkonsumsi  narkotika dan/atau prekursor narkotika serta
obatobatan lain yang berbahaya;

Menyimpan, = membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau
mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;

Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, Kipas angin, televisi,
dan/atau alat elektronik lainnya;

Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti
laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager,
dan sejenisnya;

Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
Membawa dan/atau  menyimpan barang-barang yang dapat
menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;

Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis,
terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau
tamu/pengunjung;

Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat
menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;

Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan
Laki-laki, membuat tindik,mengenakan anting, atau lainnya yang
sejenis;

Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas
Pemasyarakatan;

Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan
keselamatan  pribadi atau  Narapidana, Tahanan, Petugas
Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;

Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;

Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
Menyebarkan ajaran sesat; dan

Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan
dan ketertiban Lapas atau Rutan. °
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’Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun
2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4
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Adapun pelanggaran yang kerap dilakukan oleh narapidana dan
tahanan di Rutan kelas 1 Pekanbaru yakni tertera pada Pasal 4 Huruf J
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Bunyi Pasal 4 Huruf J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan Negara yaitu :

“memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik,
seperti laptopatau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam,
pager,dan sejenisnya”.

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan
terhadap narapidana dan tahanan yang disangka melakukan sesuatu
pelangaran disiplin, ternyata narapidana dan tahanan yang bersangkutan
telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal sedemikian,
maka terhadap narapidana dan tahanan tersebut hanya dapat dijatuhi satu
jenis hukuman disiplin saja. Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu
haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan
dapat diterima oleh rasa keadilan, kepada narapidana dan tahanan yang
pernah dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin
yang pernah dijatuhkan kepadanya. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin
terdiri dari : °
1. Tingkat hukuman disiplin ringan, dengan jenis hukuman :

a. memberikan peringatan secara lisan
b. memberikan peringatan secara tertulis

2. Tingkat hukuman disiplin sedang, dengan jenis hukuman :
a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari

19 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6

Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 9
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b. menunda atau meniadakan hak tertentu (pelaksanaan kunjungan)

dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Sidang TPP
3. Tingkat hukuman disiplin berat, dengan jenis hukuman :

a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari
dandapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari

b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti
bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan
bersyarat.

Rumah Tahanan kelas 1 pekanbaru mulai baru aktif beroperasi
pada tahun 2012, tetapi pada tahun 2012 masih belum ditemukan
narapidana dan/atau tahanan yang membawa alat elektronik berupa
handphone.Berdasarkan Survey awal, dari tahun ketahun jumlah
narapidana dan tahanan yang membawa alat elektronikmengalami
penurunan namun belum bisa dikatakan efektif karena masih ada
narapidana dan tahanan yang membawa handphone.Pada tahun 2022 ini
sudah banyak juga tercatat narapidana dan tahanan yang melanggar
disiplin Rumah tahanan, yakni ditemukannya alat elektronik berupa
handphone pada saat razia dadakan dilaksanakan. Data dari Rutan kelas 1
Pekanbaru pada tahun 2022 ini yakni pada bulan Februari hingga bulan
Juni tercatat ada 45 Handphoneyang tertangkap didalam sel dan termasuk
alat elektronik lainnya seperti reskuker, charger handphone dan kepala
steker/colokan panjang.**

Hasil wawancara kepada ex narapidana yang berinisial OA
menyatakan bahwa memang benar ada penyelundupan yang biasa

dilakukan oleh tahanan atau narapidana ataupun tahanan yang ada didalam

Rutan, salah satu yang sering terjadi dalam Rutan yaitu membawa dan
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“Hasil Data dari Bapak Marzukiselaku Staff Bagian Pengamanan, Kota Pekanbaru

20Juni 2022, pukul 14.00 WIB
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menyimpan handphone tanpa adanya izin dari pihak pengamanan Blok
tahanan dengan cara memasukkan alat elektronik kedalam Blok tahanan
melaluitahanan atau narapidana yang dianggap sudah senior dalam
Rutan.*

Dengan contoh kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Kota
Pekanbaru didapati beberapa narapidana tahanan membawa alat elektronik
berupa handphone. Maka berdasarkan permasalahan diatas, penulis
mengambil permasalahan tersebut untuk dijadikan sebagai penelitian yang
dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “LARANGAN
PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK OLEH NARAPIDANA DAN
TAHANAN DI RUTAN KELAS 1 PEKANBARU MENURUT
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH

TAHANAN NEGARA”.

B. Batasan Masalah

Penulis perlu menetapkan pembatasan permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak memberikan pengertian
yang meluas. Adapun pembatasan dalam penelitian adalah peniliti ingin
mencari sejauh mana Pelaksanaan larangan pengunaan alat elektronik di
Rutan Kelas 1 Pekanbaru Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun
2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Negara dalam menekan angka pelanggaran tata tertib dalam Rutan oleh

Hasil wawancara dari Bapak Heri Aguswanto selaku KaSubsi Pembinaan, Bantuan

Hukum dan Kesehatan, Kota Pekanbaru 20 Juni 2022, pukul 14.30 WIB
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tahanan dan narapidana.
C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil permasalahan
sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan larangan penggunaan alat elektronik oleh
narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru menurut
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan
dan Rumah Tahanan Negara ?

2. Apakah kendala dalam pelaksanaan larangan penggunaan alat
elektronik oleh narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru
menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Larangan penggunaan alat
elektronik oleh narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1
Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata
Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

b. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis
kendala dalam pelaksanaan Larangan penggunaan alat elektronik

oleh narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru menurut
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Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

2. Manfaat Penelitian

1)

2)

Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan
pemahaman dan wacana bagi perkembangan ilmu hukum serta
tambahan pengetahuan tentang pengawasan dan
pengendalianterhadap pelaksanaan sanksi administrasi bagi
narapidana dan Tahanan yang membawa alat elektronik berupa
handphone di dalam Rumah tahanan Kelas 1 Pekanbaru.
Kegunaan Praktis
Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan
pemahaman Bagi Rumah Tahanan Negara, narapidana dan
Tahanan dapat memperketat dan mendisiplinkan narapidana sesuai
peraturan yang ada di dalam Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru.
a. Bagi Mahasiswa
Memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan
tentang penerapan dasar dan teori hukum di lapangan khususnya
pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan sanksi
administrasi bagi narapidana dan Tahanan yang membawa alat
elektronik (handphone) di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru.

b. Bagi Masyarakat
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KAJIAN PUSTAKA

- A. Gambaran Umum Rumah Tahanan

Rutan Kelas | Pekanbaru adalah Rumah Tahanan yang dibangun di

ibukota Provinsi Riau. Pembangunan Rutan Pekanbaru dimulai pada tahun
2004, dan selesai pada akhir tahun 2011, Peresmiannya dilaksanakan secara
simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl Bapak Amir
Samsuddin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta.™

a. Tugas Pokok

Rumah Tahanan Negara Kelas | Pekanbaru mempunyai tugas
melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Tahanan
Negara Kelas | Pekanbaru mempunyai fungsi :

1. Melakukan  pelayanan  dan  perawatan terhadap  para
tersangka/terdakwa.

2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan.

3. Melakukan urusan tata usaha Rutan.

Disamping mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut di atas,
Rumah Tahanan Negara Kelas | Pekanbaru juga melaksanakan Tugas-
tugas Pembinaan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan

sebagaimana di atur dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan.

WIB.

Bhttps://rutanpekanbaru.com/sejarah-singkat, diakses pada 8 oktober 2022, Pukul 20.00
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c. Struktur Organisasi
KEPALA RUTAN
M. LUKMAN
S| KA URUSAN TATA USAHA
WIWIT APRIATI
\l/ Vv \l/
KA. KESATUAN KA. SEKSI PELAYANAN KA. SEKSI
PENGAMANAN TAHANAN PENGELOLAAN
MAI YUDIANSYAH HERI AGUSWANTO DENNY RIO SANDY —
KA.SUBSI ADMINISTRASI KA, SUBSI KEUANGAN
PETUGAS S DAN PERAWATAN DAN PERLENGKAPAN
PENGAMANAN
ANDI RAHMAN MARINA
KA. SUBSI BANTUAN KA. SUBSI
HUKUM DAN KEPEGAWAIAN DAN
—>| PENYULUHAN TAHANAN UMUM
YOCKY P. ANUGRAH YOHANEST.S
KA.SUBSI BIMBINGAN
DAN KEGIATAN KERJA
—>
NIKO FERNANDA

Struktur organisasi Rutan Kelas I terdiri dari:

a) Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian dan

perawatan, mempersiapkan bantuan hukum dan penyuluhan, serta

memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk menjalankan
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tugas tersebut, seksi ini memiliki tiga fungsi, yaitu:

1) melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi
tahanan, serta memberikan perawatan pemeliharaan kesehatan
tahanan,

2) mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi

tahanan,
3) memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, seksi ini membawahi tiga
sub seksi yang memiliki tugas masing-masing. Ketiga sub seksi
tersebut ialah:

i.  Sub Seksi Administrasi dan Perawatan

Sub seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pencatatan tahanan
dan barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi,
serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan.

ii.  Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan

Sub seksi ini  bertugas untuk mempersiapkan pemberian bantuan
hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dari
penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani, serta
mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.

iii.  Sub Seksi Bimbingan dan Kegiatan
Sub seksi ini bertugas untuk memberikan bimbingan kegiatan bagi

tahanan.

b) Seksi Pengelolaan Rutan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan,
perlengkapan, dan rumah tangga rutan. Untuk menyelenggarakan
tugas tersebut, seksi ini mempunyai dua fungsi, yaitu:

1) melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
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2) melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seksi ini membawahi
dua sub seksii.

I.  Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan

Sub seksi ini bertugas untuk melakukan pengelolaan keuangan dan
perlengkapan rutan.

ii.  Sub Seksi Umum

Sub seksi ini bertugas untuk melakukan urusan rumah tangga dan
kepegawaian.ksi yang memiliki masing-masing tugas.

Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan ini dipimpin oleh seorang kepala
yang membawahi Petugas Pengamanan Rutan.Kesatuan ini bertugas
untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan Kketertiban rutan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan

Rutan mempunyai fungsi:

1) melakukan administrasi keamanan dan ketertiban rutan,

2) melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan,

3) melakukan pemeliharaan keamnan dan ketertiban rutan,

4) melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan,
serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat
pemeriksaan.

5) membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan
ketertiban.

Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha memiliki tugas untuk melakukan urusan surat-

menyurat dan kearsipan.**

nery wisey JireAg ueing jo A}JIsSId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

Yhttps://rutanpekanbaru.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-

struktur-oganisasidiakses pada 10 oktober 2022, Pukul 13.00 WIB.
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B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana
a. Pengertian Narapidana
Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana
hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah narapidana
sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman karena tindak

pidana).’® Berkaitan dengan hal tersebut, Simontakir memberikan artian

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

mengenai narapidana sebagai orang tahanan, orang yang ditahan dalam
Lembaga Pemasyarakatan.*®
Narapidana menurut Bambang Poernomo adalah induknya dan
selama waktu tertentunitu diproses dalam 1 lingkungan tempat tertentu
dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat
narapidana itu akan kembali menjadinanggota masyarakat yang baik dan
taat hukum.*’
b. Hak-hak Narapidana
Hak narapidana adalah wewenang menurut hukum yang diberikan
kepada terpidana yang menjalani pidana hilang kemeredekaan di lembaga
pemasyarakatan.  Sejalan  dengannhal  tersebut, konsep  sistem
pemasyarakatan dalam instrument nasional tentang reaksi negara terhadap

orang yang telah divonis melanggar hukum, prinsip pemasyarakatan dari

Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia
ustaka, 2008), h. 683

16).T.C. Simontakir dkk, Kamus Hukum, (Jakarta : Sinar Grafik, , 2003), h. 102.

YRr. Philora Harwantisari, skripsi :Tinjauan yuridissosiologis tentang efektifitas
pembimbingan narapidana dalam pemberian pembebasan bersyarat, (Malang : UMM, 2007), h.
72

nenwisey JiredAg uejng yo A31s1dA1u) dIWe[S] 2383
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Dr. Sahardjo memperlihatkan kecendrungan nilai dan pendekatan yang
hampir samandengan nilai dan pendekatan yang terdapat dalam instrument
internasional tentangnperlakuan terhadap tahanan dan narapidana,
sebagaiaman termuat dalam peraturan-peraturan standarnminimum
perserikatan bangsa-bangsa (PBB) bagi perlakuan terhadap narapidana.®®

Hak-hak narapidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang

Nomorl2 Tahun 1995, yaitu:
1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merupakan peraturan
pelaksanaan dari undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, dimana
peraturan pemerintah ini membahas secara lebih terperinci mengenai
hak-hak yang diberikan kepada Narapidana di dalam Lembaga
Pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999, setiap Narapidana berhak untuk melakukan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain berhak untuk
melakukan ibadah, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 32
Tahun 1999 juga tercantum mengenai kewajiban Lembaga
Pemasyarakatan untuk menyediakan petugas untuk memberikan
pendidikan dan bimbingan keagamaan.

2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Perihal hak mendapatakan perawatan rohani dan perawatan
jasmani, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

mencantumkannya dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8. Dalam Pasal

nery wisey JireAg ueing jo A}JIsSId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

BAdi  Sujatno, 40 Tahun Pemasyarakatan, Mengukir Citra Profesionalisme,

(Jakarta:Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R,
2004), h. 35.
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6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1999, perawatan rohani
dan jasmani dilakukan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi
pekerti.

Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Mengenai hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Peraturan
Pemerintah ini mencantumkan bahwa setiap Narapidana berhak
mendapatkan pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga
Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan
petugas pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran yang
dimaksud dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 ini tercantum
bahwa setiap Narapidana berhak untuk memperoleh pelayanan
kesehatan yang layak. Sebagai bentuk pelaksanaan pemenuhan hak
mendapatkan pelayanan kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan
menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan sekurang-kurangnya
seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Menyampaikan keluhan.

Setiap orang yang hidup pasti mempunyai masalah sehingga
menimbulkan keluhan yang menghasilkan bagaimana cara mengatasi
masalah tersebut, untuk menyelesaikan masalah tersebut maka
seseorang bisa saja membutuhkan orang lain yang di percayainya
untuk menyampaikan keluhannya atau saling bercerita untuk

mendaptkan jalan keluarnya.
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6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang

tidak dilarang.

Untuk menambah wawasan para Narapidana, maka hak
Narapidana untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran
media dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
perihal hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa, setiap
Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan dan media
massa baik berupa media cetak maupun media elektronik yang dapat
menunjang program pembinaan kepribadian Narapidana dan tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Setiap Narapidana yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah
atau premi yang mana besarnya upah atau premi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah diberikan kepada
Narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk
memperoleh  keuntungan, sedangkan premi diberikan kepada
Narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.
Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu
lainnya.

Hak Narapidana untuk menerima kunjungan dari keluarga,
penasehat hukum atau orang tertentu dan lainnya adalah salah satu hak
yang wajib diberikan kepada para Narapidana, di setiap Lembaga

Pemasyarakatan di indonesia wajib menyediankan suatu ruangan 30
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sekurang-kurangnya 1 ruangan khusus untuk menerima kunjungan
tersebut.
Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Hak untuk mendapatkan remisi, setiap Narapidana yang
menjalankan masa pidananya berkelakuan baik berhak untuk
mendapatkan remisi. Remisi dapat ditambah apabila Narapidana
berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat
bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang
membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga.

Narapidana berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga dan
cuti menjelang bebas. Untuk cuti mengunjungi keluarga diberikan
paling lama 2 hari atau 2 x 24 jam, serta keluarga bertanggung jawab
atas Narapidana yang cuti untuk mengunjungi keluarga.

Mendapatkan pembebasan bersyarat.

Setiap Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
setelah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 dari masa
pidananya denga 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang dari 9
bulan dan berkelakuan baik.

Mendapatkan cuti menjelang bebas.
Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas setelah

menjalani  2/3 masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan
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berkelakuanbaik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang

diterimanya paling lama 6 bulan.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan

C.

perundangundangan yang berlaku.*®

Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di

Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana

mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari

narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan

Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni :*°

a.

b.

J-

Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan
jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan
kepercayaannya.

Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh)
jam dalam sehari.

Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program
kegiatan.

Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam
segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus
terhadap seluruh petugas.

Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama
penghuni.

Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam
penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap
masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.

Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian,
pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara
penghuni di dalam lapas.

Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan
seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan
narapidana.

Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas

NELY WIsey] JIIeAGQ ue)[Ng JO AJISIIATU[) dDIWR]S] 3}e1§

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Narapidana Pasal 14

yat (1)

2B Mardjono Reksodiputro, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang
Lembaga Pemasyarakatan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan
HAM RI. 2009), h. 90.
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C. Tinjaun Umum Tentang Tahanan

Tahanan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang
ditahan karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan.Menurut
Permenkumham No.6 tahun 2013 tahanan adalah seorang terdakwa atau
tersangka yang ditempatkan dalam Rutan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa
tahanan adalah seseorang yang hak kebebasannya terbatas atau dibatasi
dan ditempatkan dalam Rutan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.
Seseorang yang ditahan hanya kehilangan hak kebebasan sedangkan hak
lainnya tetap melekat padanya.

Permenkumham No.6 Tahun 2013 menyatakan bahwa tahanan
adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan. Menurut
J.C.T Simorangkir dalam Andi Sofyan dan Abd. Asis bahwa yang
dimaksud dengan “tersangka adalah seseorang yang telah disangka
melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan
pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai

cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. » 2he

Tersangka adalah
seseorang yang karena perbuatannya dan keadaannya berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa adalah
seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang
pengadilan” *Menurut J.C.T Simorangkir dalam Andi Sofyan dan Abd.

Asis bahwa yang dimaksud dengan ‘terdakwa adalah seseorang yang

diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk

ner

21).C.T. Simorangkir dalam Andi Sofyan dan Abd Azis, Hukum Acara Pidana Suatu

Pengantar, Jakarta: Prenadamedia, 2014, h.53

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bab I, Pasal 1 ayat

(14 dan 15)
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dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan”. Jadi untuk menetapkan
seseorang berstatus tersangka, cukup didasarkan bukti permulaan atau

bukti awal yang cukup.?®

D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

a. Pengertian Rumah Tahanan Negara
Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) mulai ada sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8
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Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Dimana terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 jenis penahanan dapat berupa :
1) Penahananan Rumah Tahanan Negara
2) Penahanan Rumah

Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana
tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang
dalam Bab IlIl Pasal 18 sampai 25 diatur tentang Rumah Tahahan
Negara. Pengertian Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa
“Rumah Tahanan Negara Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa
ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan di Indonesia.”

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya
disebut UPT Penahanan, adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan
tanah dan bangunan pada pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola

Bangunan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mendapatkan

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG
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»Hma Kuffal, Penerapan Kuhap Dalam Praktik Hukum, Malang: UMM Press, 2010, h.
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keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis
dan ukuran sarana Rutan.

Unit Pelaksana Teknis mempermudah dalam penyusunan
kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi
pengelolaan sarana Unit Pelaksana Teknis, serta memperlancar
koordinasi dan komunikasi, baik dalam Unit Pelaksana Teknis maupun
dengan instansi terkait, yang pada akhirnya akan meningkatkan
keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas
Tujuan Rumah Tahanan Negara

Tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga
keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Fungsi Rumah Tahanan Negara

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam
rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan. Melindungi
masyarakat terhadap kejahatan, memberi efek jera agar seseorang tidak
melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik
tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia

termasuk para pelaku kejahatan.**

nery wisey JireAg ueing jo A}JIsSId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

Fadli Pramananda, Skripsi : Pemenuhan hak Mengembangkan Diri bagi Narapidana

Pada LembagaPemasyrakatan Klas | Kota Makassar, (Bandung : Universitas Lalangbuana,
2011), h.14
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E. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak
manusia itu dilahirkan.Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang
melekat dengan kodrat Kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak
tersebut. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia,
bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Dengan

demikian hak asasi manusia itu tidak tergantung dari manusia dari

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang
tidak dapat diabaikan.Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai
martabat yang tinggi.Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku
di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh
siapapun.”

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa
dirumuskan sebagaihak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia
sebagai karunia pemberi Tuhan kepada insan manusiadalam menopang
dan mempertahankan hidup di muka bumi. DF. Scheltens,
mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiapnmanusia
sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia.?®

b. Macam-Macam Hak Asasi Manusia
Prof.  Aswanto, mengemukakannbahwa  HAM  secara

umumdapatdikelompokkan dalamempat kelompoksebagaiberikut:

¥ wisey] JiredAg uej[ng jo AJISIdATU) dTWER[S] d1e1S

#Lysa Anggraini, Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Depok Sleman Yogyakarta :
Kalimedika, 2016), h. 9-10

%Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, (Jakarta: Sinar
Grafika2014), h. 15

ner
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1. Civil Rights,meliputi:

a)
b)
c)
d)
€)

Rightsnto Live (hak untukhidup dan mempertahankankehidupan)
No deathPenalty (penghapusannhukuman mati)

NonTorture (larangan perbudakan)

Freedom ofRecidence (hak untuknmemilih tempattinggal)
Freedom of Movement(kebebasan bergerak)

Rights toLeave any Country (hak untuknmemilih negara
domisili)

Rights toReturn (hak untuk kembalinke negaranasal)

Protectionof Privacy (perlindungannhak pribadi)

Honour andReputation (pemulihannkehormatan dan nama baik)
Protectionof Property (perlindunganterhadaphak-hak
kepemilikan)

Freedom of Thought (kebebasan untuk mengemukakan pikiran
dannpendapat)

Concience and Religion (penghormatan terhadap keyakinan
beragama)

Right to seek Asylum From Persecution (hak untuk mendapatkan
suaka untukterbebas dari pengejaran atau tuntutan dari negara)
Right to Nationality (hak untuk mendapatkan kebangsaan/
kewarganegaraan)

Rights to Family Life (hak untuknhidup berkeluarga)

2. Due Process Right, terliput didalamnya:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

No arbitrary arrest, no detention or exile (larangan penangkapan,
penahanannsecara sewenang-wenang, dan pengasingan)

Right to effective remedy (hak untuk pemulihan nama baik)
Right to fair trial (hak untuknmendapatkan proses hukum
melaluinpengadilan yang adil)

Equality before the courts (hak mendapatkannperlakuan yang
sama di mukanpengadilan)

Right to the accused (hak terdakwa untuknmembela diri)

Nulla poena sine lege (tidak ada hukuman tanpa adanya
kesalahan)

3. Political Rights meliputi:

a)

b)
c)

d)

€)

Opinion and expression (hak kebebasan untuknmengeluarkan
pendapat dan pikiran)

Assembly and association (hak untuk berserikat dan berkumpul)
Take part in government (hak turut serta ambilnbagian dalam
pemerintahan)

Equal access to public service (hak untuk mendapatkannakses
pelayanan publik yang sama)

Elect and be elected (hak untuk memilihndan dipilih).?’

4. Socio Economic Rights meliputi:

|bid, h. 98
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Rigt to work (hak untuknbekerja)

Equal pay for equal work (hak untuk mendapatkan upah yang
sama dari pekerjaan yangsama)

No forced labour (larangan adanyankerja paksa)

Trade union (serikat pekerja atau buruh)

Organize and bergaining (mengatur danntawar menawar)
Restand leisure (hak cutindan libur)

Adequate standard of living (standarnhidup yang layak)
Right to food (hak untuk mendapatkannmakanan)

Right to health (hak untuknmendapatkan kesehatan)

Right to housing (hak untuk mendapatkanntempat tinggal)
Right to education (hak untuknmendapatkan pendidikan)

5. Cultural Rights, meliputi:

a)
b)
c)
d)

Take part in cultural life (hak berperannserta dalam kehidupan
budaya)

To benefit from scientific progress (hak memperolehnmanfaat
darinperkembangannkemajuan ilmunpengetahuan)

Protection of anothership and copyright (perlindungan terhadap
hakncipta)

Freedom in scientific research and creatice activity (kebebasan
mengembangkan ilmunpengetahuan dan penelitian).”®

F. Tinjauan Umum Tentang Tata Tertib

Agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman dan tentram

damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusiaperlu adanya suatu tata.

Tata itu berwujud aturanaturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah

laku manusia dalam pergaulan hidup, setiap anggota masyarakat

mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut

kaidah (berasal dari bahasa arab) atau norma (berasal dari bahasa latin).

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi dan menurut isinya

berwujud:

1) Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk merebut

sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik.

2|pid, h. 99
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2) Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak
berbuat oleh karena akibatnya dipandang tidak baik.

Adapun gunanya norma adalah untuk memberi petunjuk kepada
manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta
perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan mana yang harus
dihindari.Normanorma itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu
ancaman hukuman terhadap siapa yang melanggarnya. Sanksi itu
merupakan suatu penghukuman terhadap berlakunya norma tadi dan
merupakan pola reaksi terhadap pembuatan yang mengambil
norma.Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum
dan Hak dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang TataTertib

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

. Tinjaun Umum Tentang Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum
adalah kegiatan menyerasikan hubungan niai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian pergaulan hidup.?

Menurut Moeljatno berdasarkan dari pengertian istilah hukum
pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah keseluruhan
hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan
aturan untuk:*

1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang disertai

nery wisey JireAg ueing jo A}JIsSId9AIU) dJTWER[S] 3)€IG

#Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:

Ul Pers, 1983), h.35.

%MoeljatnoTeguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.6.
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dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana yang melanggar
larangan tersebut.

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan
pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3) Menetukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar

larangan tersebut.

. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa
penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni
membahas perihal permasalahan mengenai Larangan Penggunaan
Elektronik oleh narapidana dan tahanan di dalam Rumah Tahanan sesuai
denganPeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sampai sejauh ini, belum
ditemukan adanya judul yang sama seperti judul tulisan tersebut di atas.
Hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi dan sebagai bukti orisinilitas

penelitian ini.
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~Menyimpan Nar

= ®Diana Lestari, Skripsi

S'putra Ade Malneda, Tesis :“Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang
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© PENELITIAN PERBEDAAN
T
o NO NAMA TERDAHULU JUDUL
g- 1. Ade Penegakan Perbedaan  dengan  judul
o Malneda Hukum Terhadap | proposal yang diteliti adalah,
3 Putra® Narapidana Yang | peneliti ~ ini  membahas
= Menyimpan mengenai Bagaimana
c Narkotika Di | penegakan hukum terhadap
= Lembaga pelaku tindak pidana yang
CCD Pemasyarakatan | menyimpan  narkotika  di
al Kelas 1B Muara | Lembaga Pemasyarakatan
o Bungo Kelas 11B Muara Bungo yakni
2 berpedoman pada Pasal 4
= Angka 6 Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2013.
Sedangkan, judul proposal
yang sedang diteliti mengenai
bagaimana pelaksanaan
larangan penggunaan alat
elektronik oleh narapidana
® dan tahanan di Rutan Kelas 1
% Pekanbaru laranagan pada
= pasal 4 Huruf J Peraturan
g Menteri Hukum Dan Hak
Y Asasi  Manusia  Republik
= Indonesia Nomor 6 Tahun
E' 2013 Tentang Tata Tertib
@ Lembaga Pemasyarakatan dan
g Rumah Tahanan Negara.
=N 2. Diana Implementasi Perbedaan  dengan  judul
g Lestari®? Permenkumham | proposal yang diteliti adalah,
n;a’ Rl Nomor 29 | penelitian  ini  membahas
& Tahun 2017 | mengenai bagaimana
2 Tentang Tata | pengimplementasian
;': Tertib Lapas Dan | Permenkumham RI Nomor 29
8

kotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1B Muara Bungo” , (Jambi) ,
sUniversitas Batanghari.

:“Implementasi Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017

Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan (Studi Kasus Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Warga
Tahanan di Rutan Klas 1 Kota Palembang), (Palembang), Universitas Sriwijaya.
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Rutan
Kasus
Penanganan
Pelanggaran Tata
Tertib Warga
Tahanan di Rutan
Klas 1 Kota
Palembang)

(Studi

Tahun 2017 Tentang Tata
Tertib Lapas Dan Rutan
dalam Kasus Penanganan
Pelanggaran  Tata  Tertib
Warga Tahanan, seperti
sengaja tidak mengikuti apel
kamar, sengaja tidak
mengikuti kegiatan, membuat
senjata tajam, dan berkelahi.
Sedangkan, judul proposal
yang sedang diteliti mengenai
bagaimana pelaksanaan
larangan penggunaan alat
elektronik oleh narapidana
dan tahanan di Rutan Kelas 1
Pekanbaru laranagan pada
pasal 4 Huruf J Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak
Asasi  Manusia  Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun
2013 Tentang Tata Tertib
Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah Tahanan Negara.

3. Retno Eko
Mardani®

Implementasi
Dan Eksistensi
Hukuman
Disiplin Bagi
Narapidana (Studi
Kasus Di

Rumah Tahanan
Negara Kelas lib
Wonogiri ).

Perbedaaan dengan  judul
proposal yang diteliti adalah,
penelitian  ini  membahas
mengenai Bagaimanakah
pengimplementasian dan
eksistensi  hukuman disiplin
terhadap narapidana sesuai
UU Pemasyarakatan No. 12
tahun 1995. Sedangkan judul
proposal yang sedang diteliti
mengenai  bagaimana  pe-
laksanaan larangan  pe-
nggunaan alat elektronik oleh
narapidana dan tahanan di
Rutan Kelas 1 Pekanbaru

nery wisey JireAg uejng jo A}JISId9AIU) JTWER[S] 3)€I§

%Retno Eko Mardani, Skripsi : “Implementasi Dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi

Narapidana (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Wonogiri)”, (Surakarta),
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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dan Rumah

Hukum
Manusia

Republik Indonesia Nomor 6
Lembaga

Tahun 2013 Tentang Tata
masyarakatan

Peraturan Menteri
Dan Hak Asasi
Tahanan Negara .

Tertib

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
iU; 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

l.‘ ;'
Mf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_-_\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian
lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak
pada data primer.3* Yakni data yang diperoleh langsung dari pihak
Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru.

b. Sifat penelitian ini ialah tergolong kepada deskriptif, yaitu penelitian
yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan gambaran secara terperinci
mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dalam pelaksanaan peraturan
kemenkumham nomor 06 Tahun 2013 bagi narapidana di Rumah
Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru pekanbaru.

B. Metode Pendekatan
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
Pendekatan Efektivitas Hukum. Pendekatan efektifitas hukum adalah hal
berlakunya hukum dalam masyarakat atau lembaga yang di amati melalui
perilaku hukum. Pendekatan efektivitas hukum ini dilakukan pada ideal
hukum yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun
suatu keputusan. Dimana dengan melihat penelitian yang di teiliti oleh
penulis mengenai pelaksanaan larangan penggunaan alat elektronik
berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor 6

Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Ruman

**Moh Nazir, MetodePenelitian, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), h.61

34
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Tahanan belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan.®

C. Sumber Data

Data primer, yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari
sumbernya, baik melalui observasi, dan wawancara.*® Data primer dalam
penelitian ini diperoleh dengan wawancara yang didapat dari Kasubsi
Bagian Pembinaan, Bantuan Hukum dan Kesehatan, Kasubsi bagian
Pengamanan,Serta Pelaporan dan Tata Tertib dan Staff bagian
Pengamanan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru.

Data sekunder, yaitu penelitian dilakukan dengan membaca dan
mempelajari  Buku-buku, Karangan Ilmiah, literatur Peraturan
Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap data Primer maupun Sekunder misalnya, kamus Bahasa
Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan

lainlainnya.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan pada Rumah Tahanan

Negara Kelas 1 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sialang Bungkuk No. 02,
Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena

objek penelitian berada di tempat tersebut.

eIy WIseY JIIeAg uej[ng Jo AJISIdATU) dDTWE[S] d}1el§

%Dr. Hajar M., MH, Model-model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Figih,

=(Pekanbaru Riau : Suska Press, 2015), h.126.

5, h.119

%Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet.ke-
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E. Subjek dan Objek penelitian

Negara.
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F. Populasi dan Sampel

adalah pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Pekanbaru.

36

a. Subjek Penelitian Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini

b. Objek penelitian Objek dalam penelitian ini ialah Pasal 4 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013

Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek

yang menjadi penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda

(hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau,sifat yang

sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang

tertentu).

Tabel 111.11

Populasi dan Sampel

ada.®’” Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kasubsi Bagian
Pembinaan, Bantuan Hukum dan Kesehatan, Kasubsi bagian Pengamanan
dan Ketertiban, serta Staff Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan

purposive sampling (memilih sampel dengan cara memilih sesuai kriteria

Tata Tertib

No | Responden Populasi Sampel | Ket

1. Ka. Seksi Pelayanan Tahanan 1 1 100%
Ka. Subsi Pengamanan dan

2. 1 1 100%

Nery urised] _.]I.IEI{S uej[ng jo AIHSIBAIIIH JIUTe|S] 2}elg

¥Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cet.ke -

5, h.119
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KA. Kesatuan Pengamanan 1 1 100%
Staff 13 5 38%
Narapidana dan Tahanan 1000 50 5%
Jumlah 1015 58

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a.

b.

Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung kelokasi
penelitian di Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru.

Wawancara, Yyaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatapan muka
mendengarkan informasi-informasi atau

secara langsung

keteranganketerangan dari Kasisubsi Bagian Pembinaan, Bantuan
Hukum dan Kesehatan, Kasubsi bagian pengamanan dan tata tertib, serta
Pelaporan dan Tata Tertib Rutan dan Staff Rutan tersebut.

Studi Kepustakaan, yaitu mencari dan mempelajari teori-teori yang
berhubungan dengan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Pekanbaru.
Kuisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti
memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang tertulis untuk
dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan

pembagian kuisioner secara langsung.

H. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan




0 5] o = o) o
™ o c 7] c c
S @ 3] © ) —
> > = ) > =
= S <5 + (1] —
£ 8 2 2 E =
- 2 8 8 8 =
= [3] > > =
o S o c - P
= Y4 © +— o
X < < ‘< < o
7] — =] — o
© S o x L <
< c w =S o) nla
5 8 = B E S
© 3] (D] = G-
c ) o »
= ] > e E
o (%2} [«b) ©
X — wn m e N
= M = < .% 3o
g 8 =3 S & E
= = = o
s £ 2 £ E Z
E 2 & § & ¢
© <5} L = D)
= < § £ & E
— X
S > 3 S
s 8 @ 2 &8 2
[e3) 2] (4] — S >
c c e & ©
I<T} D © =
2 ©- 8 & & 3
© c 73 o o ©
5 8 = © § £
o D = c = D
Py 45} ‘— © -_—
= ] — © 1}
= = = = c
— m [<B] > (35
(@)} Y4 .ml e m c
c < o () o ]
© = hv4 Q <
> o c _ [5+]
> ] —_ . o
= c o 32 © —
= ° =
£ T 5 g £ &
—_ (@] T S - .m.
] c
S s = = < e
v > © © O S
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
q\/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
_u__._..! 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Am.. .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_-_\_n__ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



‘nery eysnS NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul SN} eAIBY yninjas neje ueibegss yeAueqiadwsaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘g

AV VISNS NIN
o0

‘nery exsng NN Jelem Buek uebunuaday ueyiBnisw yepn uednnbusd 'q

‘yejesew mens uenelun neye Ly uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAley uesinuad ‘uenypuad ‘ueyipipuad uebunuadey ynun eAuey uedinbusd e

ud

h)

3
\n,val

h

JJlaquuins ueyingaAusiu uep ueywnjueouaw edue) 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgss diynbuaw Buele|q |

Buepun-Buepun 1Bunpuiiq ediy yey

nery ejysng NN Y!tw eydio yeH @

nery wisey JireAg uejng jo A}JISId9AIU) dJTWER[S] 3)€I§

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Larangan Penggunaan Alat

Elektronik Oleh Narapidana dan Tahanan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru

menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negaramaka penulis menyimpulkan

sebagai berikut :

1. Bentuk pelanggaran tata tertib yang pertama adalah pelanggaran
membawa alat elektronik(handphone) yang dilakukan oleh salah satu
napaidana yang melakukan pelanggaran tata tertib penggunaan alat
elektronik berupa handphone di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru
adalah dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan didalam Pasal 9 ayat
(4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun
2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan
Negara yang menyatakan bahwa pelanggaran tata tertib penggunaan alat
elektronik berupa handphone merupakan hukuman disiplin tingkat berat
meliputi memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan
dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak

mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat,
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asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun
berjalan dan dicatat dalam register F. Dan dalam hal pelanggaran disiplin
tingkat berat yang paling sering terjadi di Rumah Tahanan Kelas 1
Pekanbaru akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yangkemudian
hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan
sidang TPP, dan kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diberikan
kepada Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru sebagai
pertimbanganuntuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggar tata tertib.
Dapat diketahui di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru dari bulan Januri
hingga juni telah terjadi kasus pelanggaran tata tertib berupa penggunaan
alat elektronik berupa handphone tercatat sebanyak 45 unit.

Kendala-kendala yang dihadapi Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru
dalam melakukan pembinaan narapidana dan tahanan yang berimplikasi
pada pelanggaran sistem tata tertib adalah sebagai berikut: a) Anggaran.
b) Kurangnya jumlah personil petugas Rumah Tahanan Kelas 1
Pekanbaru. c¢) Narapidana dan tahanan. d) Sarana dan Prasarana. €)
Kualitas program pembinaan yang masih kurang kreatif. Berdasarkan
analisis penulis kendala-kendala yang dihadapi pada Rumah Tahanan
Kelas 1 Pekanbaru kurang sesuai dengan indikator negara hukum karena
salah satu indikator negara hukum adalah penegakan hukumnya. Faktor-
faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum adalah: a)
Faktor hukumnya sendiri. b) Faktor penegak hukum. c) Faktor sarana

atau fasilitas. d) Faktor masyarakat dan. e) Faktor kebudayaa.
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B. Saran
Setelah diadakan penelitian tentang pelaksanaan laranagan
penggunaan alat elektronik yang melanggar tata tertib di Rumah Tahanan

Kelas 1 Pekanbaru, penulis memberikan beberapa saran antara lain:
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1. Disarankan Kepada Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru agar lebih

intensif dalam melakukan pengawasan pada setiap kamar hunian dan
tempat-tempat narapidanan dan tahanan melakukan kegiatan sehari-hari
1 X 24 jam. Sehingga dapat meminimalisir ganggugan keamanan dan
ketertiban didalam lembaga pemasyarakatan.

Disarankan kepada Rumah Tahanan Kelas 1, perlu menambah jumlah
personil petugas serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) yang ada. Penambahan jumlah personil sangat diperlukan
mengingat tugas utama dari para pihak petugas Rumah Tahanan selain
memberikan pembinaan bagi narapidana dan tahanan yaitu menjaga
keamanan dan ketertiban rumah tahanan. Peningkatan kualitas SDM
dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan
dengan mendatangkan ahli baik dari para akademik, penegak hukum
atau bahkan warga sipil yang mempunyai keahlian yang berkaitan
dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas personil yang

ada.
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20Juni 2022, pukul 14.00 WIB

nery


https://rutanpekanbaru.com/sejarah-singkat
https://rutanpekanbaru.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-
https://rutanpekanbaru.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-

68

Bantuan Hukum dan Kesehatan, Kota Pekanbaru 20 Juni 2022, pukul
di Rutan kelas 1 Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru, 22 September 2022,

Bungkuk, Kota Pekanbaru, 22 September 2022, pukul 13.00 WIB.
Subsi Pengamanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, 1

sil wawancara dari Bapak Heri Aguswanto selaku KaSubsi Pembinaan,
sil wawancara dari Bapak JO (inisial) narapidana Rutan kelas 1 Sialang
sil wawancara dari Bapak Mai Yudiansyah sebagai KA. Kesatuan Pengamanan
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T
> Pedoman Kuisioner :
(@]
. KUISIONER PENELITIAN PADA NARAPIDAN DAN TAHANAN
; DI RUMAH TAHANAN KELAS 1 PEKANBARU
#* PERNYATAAN
¢NO PERTANYAAN
= Ya Tidak
51 1 Apakah anda mengetahui sistem tata tertib didalam
3 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan ?
-
b Apakah anda mengetahui Peraturan Menteri Hukum
g
5 dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013

Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan

rumah Tahanan ?

T

g

Jp &

Apakah anda mengetahui isi Pasal 4 huruf J
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan rumah Tahanan yang berbunyi
“memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat
elektronik, seperti laptopatau komputer, kamera, alat

perekam, telepon genggam, pager,dan sejenisnya”

T

L [= e

Apakah anda mengetahui bahwasannya penggunaan
alat elektronik didalam Rumah Tahanan dilarang
dalam Pasal 4 huruf J Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Tentang
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah
Tahanan ?
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Apakah anda mengetahui Sanksi/hukuman dari
penggunaan alat elektronik didalam Rumah

Tahanan?
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Apakah menurut anda sudah dilaksanakan
sanksi/hukuman untuk narapidana dan tahanan yang
melanggar aturan mengenai larangan penggunaan

alat elektronik didalam Ruman Tahanan ?
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Apakah anda pernah melakukan pelanggaran tata
tertib terkait aturan mengenai larangan penggunaan

alat elektronik didalam Rumah Tahanan ?

Apakah menurut anda sudah efektif terkait
pemeriksaan rutin oleh Petugas keamanan di setiap

bulannya ?

T

X

IST '.'-'!_}D'I Q

Apakah menurut anda banyak kendala-kendala
dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 Tentang
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan rumah

Tahanan ?
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
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FACULTY OF SHARIAH AND LAW
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Nomoy
Sl
Lamp
Hal

tnOdT 11 PP O 9 50812022
Biasa

Mohon Izin Melakukan PraRiset

Pekanbaru, 10 Jum 2022

‘th
anl\ a Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
d

Tempat

Assatamu alarkum warhmarllahe wabarakatuh
Dekan Fakultas Syart'ah dan Hukum UIN Sultan Syanf Kasim Riau dengan mi
membentahukan hepada saudara bahwa

Nama DYAH TRI AYUK MURDANINGSIH
NIM 11820725040
Semester Tahun VIl (Delapan) 2022

Program Stud lmu Hukum S|
Lokass Rutan Kelas | Pekanbaru

ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatrkan data yang berhubungan dengan
penclitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul LARANGAN PENGGUNAAN
ALAT ELEKTRONIK OLEH NARAPIDANA DI RUTAN KELAS | PEKANBAR!
MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTID
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM
KAITANNYA DENGAN PEMBINAAN NARAPIDANA

Schubungan dengan 1tu kami mohon diberikan bantuan 120 kepada mahasiswa yang
bersangkutan

Demikinn disampaikan atas keryasamany a dincaphan tenma kasih
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
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UINSUAKA RIAY
Nomaor Un. 04/F 1/PP.00.9/9501/2022 Pekanbaru, 12 Seplember 2022
Sifat . Buasa
Lamp - 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon lzin Riset
Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau
Assalamu ‘alatkum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa solah scorang mahasiswa Fakultas Syari‘ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :
Nama . DYAH TRI AYUK MURDANINGSIH
NIM : 11820725040
Jurusan : llmu Hukum S1
Semester ; IX (Sembilan)
Lokasi . Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru
bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
.LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK OLEH NARAPIDANA DAN
TAHANAN DI RUTAN KELAS | PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN
2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH
TAHANAN NEGARA
Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.
Demikian disampaikan, terima kasih.
006 200501 1 005
Tembusan : i
Rektor UIN Suska Riau
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
_uu._\_._/ﬂ ”_m Wﬂw%% ﬁ“ﬂﬂﬂf:%%%%%%ﬂﬂ::mmm_cE: karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
=, c a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lf/_-_\_\n b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsusamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



